
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN  

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah 

Daerah  Provinsi Jawa Timur diberikan tambahan 

kewenangan dibidang kelautan dan perikanan untuk 

menerbitkan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap 

pedoman pemberian izin bidang kelautan dan perikanan 

dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan 

Perikanan di Jawa Timur; 
 

Mengingat:  1. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

3. Undang-Undang 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha 

Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik 

Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon; 

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 

tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Propinsi Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 

Nomor 3 Seri C); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG KELAUTAN DAN 

PERIKANAN DI JAWA TIMUR. 

Pasal I 
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 53 Seri E) diubah 

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Perizinan dibidang kelautan dan perikanan meliputi : 

a. SIUP Budidaya/Perikanan Tangkap; 

b. SPI; 

c. SIPI; 

d. SIKPI; 

e. SIPI Andon; 

f. SIPKP; 

g. SIPR; 

h. Surat Izin Lokasi; 

i. Surat Izin Pengelolaan; 

j. Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; 

k. Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan; dan 

l. Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan. 

(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 

terdiri dari : 

a. Izin lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di 

sebagian perairan pesisir; dan 

b. Izin lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang 

secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil. 

(3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

i, terdiri dari : 

a. Izin Pengelolaan produksi garam; 

b. Izin Pengelolaan biofarmakologi laut; 

c. Izin Pengelolaan bioteknologi laut; 

d. Izin Pengelolaan wisata bahari; 

e. Izin Pengelolaan pemanfaatan air laut selain energi; 

f. Izin Pengelolaan pemasangan pipa dan kabel bawah laut; 

dan/atau 

c. Izin Pengelolaan pengangkatan Barang Muatan Kapal 

Tenggelam. 

 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur.  

 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal  25 Agustus 2017 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  25 Agustus 2017 

an. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 43 SERI E.



 


